LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO

.NOMOR: 3 TAHUN : 2007 SERI:.E
= PERATURAN DAERAH RABUPATEN ROLON
PROGO

NOMOR : 8 TAHUN 2007
TENTANG
PEMILIHAN KEPALA DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KULON PROGO,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertipalaksanaan
pemilihan, pengangkatan, pelantikan, dan pembegnent
Kepala Desa, perlu diatur mengenai tata cara dan
mekanismenya;

b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progoddom
8 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pemilihan, Pelamtika
dan Pemberhentian Lurah sudah tidak sesuai
ketentuan/peraturan perundang-undangan dan
perkembangan keadaan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud hudafnab,
perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemilihan
Kepala Desa,;




Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah
Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik
Indonesia  untuk  Penggabungan Daerah  Daerah
Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan
Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten
dengan nama Kulon.Progo (Lembaran Negara.
Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4437) yang telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan
Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4493) menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 108,Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950
Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan
Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/
Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4587);

6. Peraturan Daerah Kabupaten. Kulon Progo Nomor.5 Tahun
2007 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja
Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon
Progo Tahun 2007 Nomor I Seri D);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6
Tahun 2007 tentang Badan Permusyarawatan Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun
2007 Nomor 2 Seri D);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7
Tahun 2007 tentang Produk Hukum Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2007 Nomor 2
Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO
dan

BUPATI KULON PROGO

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMILIHAN KEPALA
DESA.
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BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan
1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat
Daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan
Daerah. .
3. Bupati.ada-lah Bupati Kulon Camat sebagai
Progo;

4. Kecamatan adalah wilayah Kecamatan sebagai unsur

kerja Perangkat Daerah.

5. Camat adalah pimpinan perangkat Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki

batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
hak asal- usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan
dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan  oleh  Pemerintah Desa dan Badan
Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal

usul dan adat istiadat setempat ,, diakui dan

dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat

Desa sebagai unsur. penyelenggara Pemerintahan Desa.

9. Kepala Desa adalah. pimpinan penyelenggaraan kegiatan

Pemerintahan Desa.

10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutripgkdis

11.

dengan BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan
demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa
sebagai unsur penyelengeara Pemerintahan Desa.

Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa dalam

menyelenggarakan kegiatan Pemerintahan Desa, yang
terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya.

12. Perangkat Desa Lainnya adalah Kepala Bagian, Dukuh,

dan Staf.

13. Staf adalah pembantu Sekretaris Desa dan pembantu.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Kepala Bagian.

Pedukuhan adalah bagian wilayah dalam desa yang
merupakan lingkungan kerja Kepala Desa dan dipimpin
seorang Dukuh.
Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan
yang dibuat berdasarkan persetujuan bersama BPD dan
Kepala Desa, yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
Keputusan BPD adalah keputusan yang ditetapkan
olch BPD.
Panitia Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut
Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh
BPD yang bertugas menyelenggarakan proses pemilthan
Kepala Desa.

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang
selanjutnya  disebut KPPS adalah penyelenggara
pemungutan suara dimasing-masing TPS di bawah
koordinasi Seksi Pemungutan Suara.

Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat
TPS adalah tempat yang telah ditentukan untuk
memberikan suara.

Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat
DPS adalah daftar yang memuat nama pemilih secara
alfabetis yang dikeluarkan olch Panitia Pemilihan dan
bersifat sementara.




21. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingké&T
adalah daftar yang memuat nama pemilih secaraegiab
yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.

22. Saksi adalah warga Desa yang diberikan kuaba@dhlon
yang Berhak Dipilih untuk mewakili calon yang
bersangkutan dalam mengikuti proses rapat pemilihan

23. Pemilih adalah penduduk Desa bersangkutan elah t
memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pllihnya

24. Proses Pemilihan Kepala Desa adalah serangkaian
kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan
dalam rangka pemilihan Kepala Desa yang dimulai
dari pendaftaran Calon, pendaftaran pemilih, pemamg
suara dan penghitungan suara sampai dengan
ditetapkannya Calon Terpilih.

25. Rapat Pemilihan adalah serangkaian proses yang
dimulai dari pembukaan oleh Ketua Panitia
Pemilihan, pelaksanaan pemungutan suara,
penghitungan suara sampai dengan penetapan Calon
Terpilih yang sekaligus sebagai penutupan.

26. Bakal Calon Kepala Desa yang selanjutnya disebu
Bakal Calon adalah penduduk Desa Warga Negara
Republik Indonesia yang telah mengajukan permohonan
kepada Panitia Pemilihan untuk mengikuti pencalonan
Kepala Desa.

27. Calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut rCalo
adalah Bakal Calon Kepala Desa yang telah melalui
penelitian dan memenuhi persyaratan administras ol
Panitia Pemilihan ditetapkan sebagai Calon.

28. Calon Kepala Desa yang Berhak Dipilih yangrgetaya
disebut Calon yang Berhak Dipilih adalah Calon Kapa
Desa yang ditetapkan oleh BPD.

29. Calon Kepala Desa Terpilih yang selanjutnyaeluis
Calon Terpilih adalah Calon yang Berhak Dipilih gan
dinyatakan mendapatkan perolehan suara sah tetbanya
sesuai ketentuan dalam Rapat Pemilihan Kepala Desa
yang dinyatakan sah.

30. Kepala Desa Terpilih adalah Calon Kepala Desgillh
yang telah ditetapkan oleh BPD dalam bentuk Kejautus
BPD atas Usulan Panitia Pemilih.

31. Penjabat Kepala Desa adalah Pejabat yang kiunsoleh
Badan Permusyawaratan Desa dan diangkat oleh Bupati
untuk menjalankan . 'tugas, wewenang, kewajibamhd
Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu tanpa mielalu
proses pemilihan Kepala Desa.

BAB I
PROSESPEMILIHAN
Bagian Pertama
Panitia Pemilihan
Pasal 2

(1) Paling lambat 4 (empat) bulan sebelum berakhimy
masa jabatan Kepala Desa, BPD segera memproses
Pemilihan Kepala Desa dengan membentuk Panitia
Pemilihan yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.

(2) Dalam rangka membentuk Panitia Pemilihan, BPD
mengadakan rapat dengan mengundang unsur Perangkat
Desa, tokoh masyarakat, lembaga kemasyarakatan desa
yang ada di desa untuk bermusyawarah.

(3) Panitia Pemilihan dimaksud ayat (1) terdiri i dansur
Perangkat Desa, pengurus lembaga kemasyarakatadates
tokoh masyarakat dengan susunan keanggotaan
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Bagian Kedua nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya;

Pendaftaran, Persyaratan Bakal Calon, i
dan Penetapan Calon J.

Pasal 4

Panitia Pemilihan mengumumkan kepada penduduk Desa
mengenai adanya pengisian lowongan jabatan Kepala Desa
disertai dengan persyaratan dan jangka waktu
pendaftaran.

Pasal 5

(1) Yang dapat mencalonkan diri menjadi Kepala Desa

adalah penduduk Desa Warga Negara Republik

Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar
Negara, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia
Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik
Indonesia serta Pemerintah;

c. penduduk desa setempat vyang terdaftar dan
bertempat tinggal paling kurang 6 (enam) bulan
terakhir tidak terputus-putus terhitung sampai saat
diterimanya berkas lamaran oleh Panitia Pemilihan,
yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK) dan
Kartu Tanda Penduduk (K'TP);

d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan

Tingkat Pertama (SLTP) atau sederajat;

e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun
dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun terhitung
saat diterimanya berkas lamaran;

f. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan
Surat Keterangan Dokter Pemerintah;

g.




